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ABSTRAK - keputusan ini dalam rangka menetapkan pembentukan tim kepatuhan internal 

penanganan pengaduan whistle blowing system di lingkungan komisi pemilihan 

umum kabupaten maybrat; 
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5602); Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6863); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); 

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2026; 

 - Lampiran; 2hlm; 
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